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ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF HKm IN WAY KANAN REGENCY

(Case Study in Farm Group of Registry Forest 24 Bukit Punggur)

By

YUL SURASTYAWAN

Policy of Hutan Kemasyarakatan (HKm) is a policy that made by state to reduce the

destruction of forest in Indonesia which is raise every year. The policy started in 1998 in Rule

of Ministry of Foresty No. 67 about HKm. Farming activity in land of the state considered

mostly reduce the number of land of the state in Indonesia. One of Indonesian region that

apply the policy of HKm is Way Kanan Regency in Lampung Province. Located at Registry

Forest 24 Bukit Punggur, the policy started in 2009 until 2016 and still working, with amount

of 10 Farm Community and 11.763 Ha of farm.

The aim of this research was to find out the policy implementation HKm in Way Kanan

Regency with three focus research, permit, institutional, and rule of border. The method used

in this research was a qualitative research with Van Meter Van Horn implementation model.

The results showed that the implementation of HKm In Way Kanan Regency goes

effectively. It can be implied on Implementation analysis in this research was based on six

indicators that show positive result. The first indicator shows that purpose and basic of policy

was made well and can be implemented by the implementor. The second indicators,

generally have a fairly good quality even they lack of material source, they can make it goes

well because they get help from society.. The third indicator, shows that community between



UPT Bunhut, KPH, and community run effectively. It can be implied from the relationship

among every implementor that run well.

The fourth indicator shows that characteristic of implementor agent is good with

communicative and informative.. the implementor can aapproach the community to join with

HKm. They have a good characteristic which needed to build a good communication between

every  stakeholder. The fifth indicators built effectively due to the positive respond. The sixth

indicators, social, and political considered did not conducive, resulting policy implementation

did not run very well at first because some people did not like the way UPT Bunhut approach

to community. But I the end, the conclusion of impelementation of HKm can run properly.
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ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUTAN KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN
WAY KANAN

(Studi Pada Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Register 24 Bukit Punggur)

Oleh

YUL SURASTYAWAN

Kebijakan Hutan Kemasyarakatan merupakan suatu kebijakan dari pemerintah guna menekan

laju kerusakan hutan di Indonesia yang tiap tahun semakin bertambah. Kebijakan ini mulai

dicanangkan pada tahun 1998 dalam Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 667

Tahun 1998 Tentang Hutan Kemasyarakatan. Kegiatan pemanfaatan lahan di dalam hutan oleh

masyarakat di kawasan hutan lindung dan hutan Negara dinilai menjadi salah satu faktor

penyebab berkurangnya jumlah luas hutan di Indonesia. Salah satu wilayah di Indonesia yang

menerapkan kebijakan Hutan Kemasyarakatan adalah Kabupaten Way Kanan di Provinsi

Lampung, di wilayah Hutan Register 24 Bukit Punggur. Kebijakan ini mulai diterapkan pada

tahun 2009 dan sampai tahun 2016 sudah memiliki 10 Gapoktan dengan luas Izin Usaha

Pemanfaatan-HKm sebesar 11.763 Ha.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Hutan

Kemasyarakan di Kabupaten Way Kanan, dengan fokus wilayah di Hutan register 24 Bukit

Punggur dan fokus penelitian pada tiga aspek yaitu perizinan, kelembagaan, dan tata batas

menggunakan teori model implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn.



Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Hutan kemasyarakatan di

kabupaten Way Kanan sudah berjalan dengan efektif. Kesimpulan ini didasari pada enam

indikator model implementasi Van Meter dan Van Horn, dimana lima dari enam indicator

menunjukkan hasil positif. Pada indikator sumber dan tujuan kebijakan, pemerintah daerah sudah

memiliki standar yang jelas dan terukur untuk menjadi dasar dalam implementasi kebijakan

Hutan Kemasyarakatan. Hal ini dapat terlihat dari berjalannya implementasi kebijakan sesuai

dengan aturan yang berlaku. Pada indikator sumber daya, penulis dapat menyimpulkan walaupun

pada awalnya kekurangan sumber daya materi, namun UPT Bunhut mampu melaksanakan

kegiatan di lapangan dengan bantuan dana swadaya masyarakat dengan kesepakatan bersama.

Hal yang menjadi kendala adalah kurangnya sumber daya manusia baik dari segi kualitas dan

kuantitas.

Kemudian indikator hubungan antar organisasi sudah berjalan efektif. Hal ini data disimpulkan

dari pengamatan penulis mengenai hubungan antar pihak-pihak yang terlibat secara langsung

dalam implementasi kebijakan. Pada indikator karakteristik agen pelaksana, dapat dilihat bahwa

karakteristik implementor sudah sesuai dengan yang dibutuhkan di lapangan, yaitu persuasif dan

informative sehingga penyampaian pesan dalam mengajak untuk tergabung dalam HKm dapat

diterima oleh masyarakat. Selanjutnya indikator disposisi implementor, sudah memiliki respon

positif dan cukup memahami tupoksi dari masing-masing anggota implementor HKm. Terakhir,

indikator kondisi sosial, lingkungan dan politik menunjukkan hasil kurang kondusif, karena ada

hambatan-hambatan baik dari luar maupun dari dalam.

Selanjutnya analisis mengenai perizinan, penulis menemukan bahwa proses yang dilakukan dari

tahap awal sampai akhir perizinan sudah dilaksanakan sesuai koridor yang ada, ditandai dengan



terbitnya perizinan 10 Gapoktan dalam kurun waktu 6 tahun dan menjadi percontohan bagi

kabupaten lain dalam pengajuan proposan perizinan HKm. Pada aspek kelembagaan, terdapat

hubungan antar organisasi yang terbangun efektif, yaitu antara pemerintah daerah, KPH Bukit

Punggur dan masyarakat. Aspek terakhir yaitu tata batas menunjukkan bahwa tata batas masih

menjadi suatu kendala karena sulitnya pembagian lahan garapan sesuai porsi masing-masing

anggota HKm dan juga kendala geografis dalam penempatan tata batas. Kelemahan pada pada

proses penetapan tata batas ini tidak berpengaruh secara signifikan dalam proses implementasi

kebijakan.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Hutan Kemasyarakatan
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1

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu upaya pemerintah dalam rangka mengurangi laju

kerusakan hutan dan mencegah penggunaan lahan ilegal, pihak dinas

kehutanan di Propinsi Lampung menetapkan pencadangan areal Hutan

Kemasyarakatan (HKm) seluas ± 291.727 ha yang meliputi Hutan Lindung

seluas 198.470 ha, Suaka Alam/Taman Nasional seluas 59.627 ha dan Hutan

Produksi seluas 33.630 ha yang tersebar hampir di seluruh kabupaten/kota di

Propinsi Lampung.  Pada umumnya wilayah kawasan hutan tersebut telah

rusak atau telah diusahakan oleh masyarakat sehingga secara teknis

menunjukkan bahwa fungsi hutan tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana

mestinya (Rahmat, 2002).

Implementasi kebijakan HKm diharapkan dapat menjawab pemasalahan-

permasalahan pengelolaan hutan yang dihadapi. Namun sejauh ini

perkembangan HKm di Propinsi Lampung dinilai banyak kalangan belum

dapat mengakomodir permasalahan-permasalahan pengelolaan hutan seperti

yang diharapkan.
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Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masalah bukan hanya terletak pada

akses masyarakat untuk turut mengelola hutan dengan prinsip keseimbangan

fungsi ekologis dan fungsi sosial-ekonomis subsisten masyarakat lokal

sebagaimana yang menjadi spirit program HKm, namun juga terletak pada

masalah-masalah lainnya. Seperti konflik tata batas, konflik status lahan,

disparitas distribusi pengusahaan lahan antara pihak masyarakat lokal dan

pihak lainnya, yang kesemuanya muncul sebagai akibat dari tidak transparan,

tidak partisipatif, dan tidak adilnya sistem pengelolaan hutan di masa

sebelumnya (kemitraan.co.id).

Hutan Kemasyarakatan pada dasarnya merupakan bentuk kepedulian

pemerintah terhadap masyarakat yang tidak memiliki lahan untuk ditanami

guna diambil hasilnya. Pemerintah membuat Hutan Kemasyarakatan untuk

mengurangi laju kerusakan hutan yang tiap tahun makin bertambah. yang

terjadi baik dari faktor perambahan dan illegal logging, juga karena faktor

alam seperti kebakaran hutan.

Pembuatan Hutan Kemasyarakatan diharapkan oleh pemerintah dapat

memberikan pemasukan bagi masyarakat yang mengelolanya dan juga

menempatkan masyarakat dalam sistem tata kelola hutan yang bertanggung

jawab. Kebakaran hutan yang menjadi faktor penting penyebab kerusakan

hutan juga dapat diminaimalisir dengan adanya pengawasan dari masyarakat

yang tinggal di hutan.

Sebelumnya, pemerintah mengalami kesulitan untuk mendata dan

mengkoordinir masyarakat yang merambah kawasan hutan karena pola
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bercocok tanam yang berpindah-pindah. Dengan adanya Hutan

Kemasyarakatan, pemerintah menjadi lebih mudah dalam mendata dan

mengkoordinir masyarakat yang tinggal di dalam hutan. Dengan koordinasi

yang jelas, maka pemerintah dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya,

dan masyarakat juga akan mendapat hak-haknya.

Pelaksanaan HKm di Lampung seperti di Kecamatan Sumber Jaya dan Way

Tenong Kabupaten Lampung Barat, mampu mendorong tumbuhnya

kelembagaan masyarakat pengelola hutan yang mampu menjaga hutan alam

yang masih tersisa, berupaya merehabilitasi kawasan hutan yang telah rusak,

membangun komunikasi yang erat dengan pihak kehutanan, dan turut

menjaga hutan yang tersisa dari pembalakan liar. Namun di beberapa tempat

lainnya, ada indikasi implementasi kebijakan HKm masih mengecewakan,

dimana ada oknum-oknum (elit desa, LSM, dan bahkan aparat pemerintah)

justru memanfaatkan kebijakan HKm untuk mencari keuntungan dengan cara

membuka hutan dengan mengatas-namakan koperasi yang telah mereka

bentuk dan menjanjikan izin Hkm kepada masyarakat, seperti yang terjadi di

Kabupaten Tanggamus.

Pada Register 19 Gunung Betung, implementasi kebijakan HKm

memunculkan konflik baru antara masyarakat dengan pihak kehutanan akibat

ketidaksepakatan mengenai sistem pengelolaan areal HKm (masyarakat ingin

menggantikan pohon reboisasi dengan tanaman yang lebih memberikan

manfaat sementara pihak kehutanan justru tidak menginginkan hal tersebut)
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yang pada akhirnya pihak kehutanan keberatan untuk memberikan izin baru

HKm.

Tabel 1.1. Kondisi Umum Kerusakan Hutan Provinsi Lampung

No Fungsi Hutan Luas (Ha)
Kerusakan

Luas (Ha)           Prosentase(%)

1
Kawasan Hutan

Konservasi : Taman
Nasional, Cagar Alam

Laut dan Tahura
462.030 1717.704 37,16

2 Kawasan Hutan
Lindung

317.615 198.485 62,49

3 Kawasan Hutan
Produksi

275.090 172.146 76,48

Jumlah 1.004.735 542.335 53,97

Sumber : Center For International Forestry Research, 2014

Data kerusakan hutan di Provinsi Lampung sendiri sampai tahun 2014 sudah

mencapai angka 53, 97%, sehingga perlu adanya upaya dari pemerintah dan

masyarakat dalam mengurangi laju kerusakan hutan

Dari berbagai gambaran tersebut sudah saatnya diperlukan upaya-upaya

untuk mendorong reformulasi substansi dan proses kebijakan kehutanan

terutama yang berkaitan dengan pengelolaan program HKm agar semakin

hakiki (Watala, 2002).

Salah satu Daerah di Provinsi Lampung yang juga mengalami penurunan

kawasan hutan adalah Kabupaten Way Kanan. Kabupaten ini termasuk

kabupaten paling akhir di Provinsi Lampung yang menerapkan kebijakan

Hutan Kemasyarakatan. Wilayah kabupaten yang berbatasan langsung
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dengan Sumatera Selatan ini sebelumnya merupakan wilayah dengan luas

hutan yang cukup luas.

Dari data yang ada di website Pemerintah Kabupaten Way Kanan, luas hutan

yang ada sebesar 83.434,17 Ha, atau sekitar 30% dari luas wilayahnya,

dengan perincian yaitu Hutan Lindung Register 24 Bukit Punggur seluas

20.831 Ha, Hutan Lindung Register 41 Bukit Saka seluas 1.116,80 Ha, Hutan

Produksi Register 42 Rebang DS 13.151,50 Ha, Hutan Produksi Register 44

Muara Dua 21.172, 58 Ha, Hutan Produksi Register 46 Way Hanakau 20.017,

29 Ha, Hutan Produksi Giham Tahmi 7.145 Ha, dan lahan kritis seluas 25.788

Ha. Dengan luas hutan sebesar itu, tentunya akan sangat besar manfaat yang

dapat diambil apabila hutan dikelola dengan baik dan bertanggung jawab.

Namun yang terjadi saat ini sebagian wilayah hutannya telah berganti

menjadi perkebunan baik yang dikelola oleh masyarakat maupun Negara dan

swasta.

Beberapa hal yang menjadi sorotan adalah adanya penggunaan lahan secara

ilegal oleh masyarakat yang mendiami hutan lindung atau hutan register,

untuk melakukan aktivitas berocok tanam dan perkebunan. Selain itu ada

indikasi wilayah perbatasan juga dimasuki oleh perambah dari Provinsi

Sumatera Selatan yang mencoba mengambil hasil hutan secara ilegal.

Berbagai upaya pun telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan

untuk mengurangi laju kerusakan hutan dan penggunaan lahan secara ilegal.

Diantaranya dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang

melakukan patroli disekitar kawasan perbatasan untuk mengusir para warga
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yang mengambil hasil hutan tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut,

pemerintah juga menerapkan kebijakan Hutan Kemasyarakatan di wilayah

hutan di Kabupaten Way Kanan.

Pada tanggal 19 April 2013, Kabupaten Way Kanan kembali mendapatkan

bagian dalam program HKm. Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan

menyerahkan SK Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan bagi 2618

Kepala Keluarga yang tergabung dalam 4 Gabungan Kelompok Tani di

Kampung Tanjung Kurung, Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan,

Provinsi Lampung.

Empat Gabungan Kelompok Tani/Gapoktan penerima SK tersebut, adalah

Gapoktan Mekar Jaya (687 KK), Gapoktan Karya Makmur (1.018 KK),

Gapoktan Sumber Rejeki (481 KK) dan Gapoktan Jaya Makmur (432 KK),

yang berdomisili di Kampung Sumber Sari, Juku Batu Kecamatan Banjit,

Kampung Tanjung Kurung Kecamatan Kasui dan Kampung Lebak Peniangan

Kecamatan Rebang Tangkas.

Hal yang menarik dari Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Way Kanan

adalah bahwa kabupaten ini menjadi wilayah yang belakangan dalam

menerapkan kebijakan Hutan Kemasyarakatan, namun perkembangannya

cukup cepat. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan luas kawasan hutan

yang dicanangkan menjadi Hutan Kemasyarakatan dan pemberian kembali

izin Hutan Kemasyakatan yang baru. Hal ini menjadi salah satu kajian penulis

untuk diteliti.
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Selain itu, dari pengajuan izin yang ada di Kabupaten Way Kanan,

kesemuanya disetujui oleh pemerintah pusat dan menjadi percontohan bagi

wilayah lain dalam pengajuan izin HKm.

Tabel 1.2. Rekapitulasi Penerbitan IUP HKm Provinsi Lampung s/d Tahun
2014

Sumber : Center For International Forestry Research, 2014

Pemberian kembali izin Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Way kanan ini

di satu sisi akan berdampak positif untuk mengurangi laju kerusakan hutan

akibat pola bercocok tanam masyarakat yang berpindah-pindah, juga dapat

mengakomodir kebutuhan masyarakat dengan mengelola hutan yang diolah

secara legal ,namun di sisi lain juga menjadi permasalahan baru bagi

pemerintah daerah karena perlu adanya pengawasan dari pemerintah dan

No
Kabupaten Penerbitan IUP HKm

Gapoktan Luas (Ha) Anggota
(KK)

1 Lampung Barat 42 20.183,42 10.321

2 Tanggamus 14 14.609,15 5.123

3 Lampung Utara 6 5.875,00 3.310

4 Lampung Tengah 24 5.792,00 1.707

5 Way Kanan 10 11.763,00 5.174

6 Lampung Selatan -

7 Pringsewu -

8 Lampung Timur -
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kemauan yang kuat dari masyarakat agar implementasi kebijakan ini berjalan

dengan baik.

B. Rumusan Masalah

Berdasaran penjelasan masalah di atas, dapat difokuskan rumusan

masalahnya adalah :

Bagaimanakah proses implementasi kebijakan Hutan Kemasyarakatan di

Kabupaten Way Kanan, dilihat dari sisi pengajuan izin, tata batas, dan

kelembagaan?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah disebutkan, tujuan dari penulisan ini adalah

untuk mengetahui bagaimana Implementasi kebijakan Hutan Kemasyarakatan

di Kabupaten Way Kanan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara akademis, penelitian ini sebagai salah satu kajian Ilmu

Pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan publik.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan

bagi Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Way Kanan dalam

mengelola Hutan Kemasyarakatan.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Implementasi Kebijakan

1. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas,

merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-

undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna

pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur

dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan atau

program-program. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena

yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu

keluaran (output) maupun sebagai suatu dampak (outcome).

Kebijakan secara umum diartikan sebagai kearifan dalam hal pengelolaan.

Berdasarkan  ilmu-ilmu sosial, kebijakan dapat diartikan sebagai dasar-

dasar haluan untuk menentukan langkah-langkah daaan tindakan dalam

mencapai suatu tujuan ( Ensiklopedi Nasional Jilid 8, 1990). Menurut

perserikatan bangsa-bangsa bahwa kebijakan itu diartikan sebagai

pedoman untuk bertindak, pedoman itu boleh jadi amat sederhana atau

kompleks, bersifat umum atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif,

publik atau privat. kebijakan dalam makna ini mungkin berupa suatu
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eklarasi mengenai suatu pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu,

suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana

tertentu (Wahab 1997:2)

Richard Rise dalam Winarno (2002:14) menyarankan bahwa kebijakan

hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak

berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang

bersangkutan dan sebagai suatu keputusan sendiri. Seorang pakar politik

lain, Carl Friedrich dalam Winarno (2002:16) memandang kebijakan

sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau

pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan

hambatan dan kesempetan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk

menggunajkan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau

merealiasikan sasaran atau maksud tertentu.

Definisi yang amat luas seperti dikutip oleh Jones dalam Wahab (1997:4)

yang menyatakan bahwa kbijakan adalah sebuah aturan antara hubungah

unit pemerintahan tertentu dengan lingkungannya. Sedangkan menurut

Thomas R. Dye dalam Wahab (2002:15) menyatakan behwa kebijakan

pemerintah adalah apapun juga yang dipilih oleh pemerintah atau tidak

sama sekali (mendiamkan) sesuatu itu.

Pada dasarnya kebijakan (policy) yang diambil pemerintah mencerminkan

keputusan apa yang akan dilakukan dan atau tidak dilakukan berkenaan

dengan kepentingan umum (public interest). Wujud konkrit dari kebijakan

adalah keluaran berupa program yang bersifat lebih operasional. Kebijakan
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merupakan suatu usaha pengambilan keputusan yang pada dasarnya

merupoakan kegiatan untuk mendapatkan informasi, mengolahnya, dan

akhirnya membuat keputusan yang dianggap terbbaik melalui program-

program yang ditawarkan. Sedangkan James E. Anderson seperti dikutip

Islamy (1992:19)  menyatakan bahwa kebijakan pemerintah atau kebijakan

public adalah kebijakan yang dilambangkan oleh badan-badan dan pejabat

pemerintah. Implikasi-implikasi sari pengertian tersebut adalah:

1. Bahwa kebijakan itu mempunyai tujuan tertentu yang merupakan

tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan

2. Bahwa kebijakan itu berisikan tindakan-tindakan atau pola-pola

tindakan pejabat pemerintah

3. Bahwa kebijakan itu menjadikan apa yang benar-benar dilakukan

oleh pemerintah dan instansi, jadi bukan merupakan apa yang

benatr-benar dilakukan oleh pemerintah

4. Bahwa kebijakan pemerintah itu bersifat positif dalam artian

merupakan beberapa bentuk tindakan suatu masalah tertentu,

bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat

pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu

5. Bahwa kebijakan setidaknya dalam arti positif didasarkan selalu

dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat

memaksa

Lebih lanjut lagi Islamy (1992:21) didalam kajian bidang administrasi

Negara menyatakan kebijakan sebagai susunan rancangan tujuan-tujuan

dan dasar-dasar pertimbangan program-program pemerintah apapun yang
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dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan yang berhubungan

dengan masalah-masalah tertentu yang dihadapi msyarakat.

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah disebutkan maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa kebijakan adalah suatu pedoman dalam berperilaku

atau bertindak yang dilakukan oleh sejumah actor atau pejabat dalam

lingkungan tertentu, perkara tertentu yang mempunyai hambatan dan

kesempatan terhadap pelaksanaan usulan untuk mencapai tujuan tertentu.

Tujuan tujuan penting kebijakan pemerintah adalah:

1. memelihara kepentingan umum

2. memajukan perkembangan dari masyarakat dalam berbagai hal

3. memadukan berbagai aktivitas (coordinator)

4. menunjuk dan membagi berbagai benda material dan non material

dengan demikian, kebijakan pemerintah dalam penelitian ini adalah

serangkaian keputusan yang diambil oleh seseorang atau kelompok actor

atau pejabat pemerintah untuk mengerjakan seauatu dengan tujuan dapat

meningkatkan kualitas dan dampak-dampak yang diharapkan oleh

pemerintah.

2. Ciri-Ciri Kebijakan Pemerintah

David Easton dalam Wahab (1997:6) mengemukakan bahwa ciri-ciri

khusus kebijakan pemerintah bersumber pada kenyataan bahwa kebijaka

itu dirumuskan oleh apa yang beliau sebut sebagai orang-orang yang

memiliki wewenang dalam sistem politik. Dari penjelassan Easton diatas

membawa implikasi tertentu terhadap konsepsi kebijakan, yakni:
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1. Kebijakan lebih kepada tindakan yang mengarah pada tujuan

daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan

kebetulan.

2. Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling

terkait dan mengarah pad tujuan-tujuan tertentu yang dilakukan

oleh pejbat.

3. Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang senyatanya dilakukan

pemerintah dalam bidang-bidang tertentu..

4. Kebijakan pemerintah nungkin berbentuk positif, mungkin pula

negatif. Dalam bentuk yang positif, kebijakan mungkin akan

mencakup beberapa bentuk tindakan yang dimaksudkan untuk

mempengaruhi masalah tertentu. Sementara dalam bentuk yang

negatif, kemungkinan meliputi keputusan pejabat pemerintah untik

tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam

masalah-masalah dimana campur tangan pemerintah justru

diperlukan.

Selanjutnya isi/konten kebijakan terdiri dari :

1. pihak yang kepentingannya dipengaruhi

2. jenis manfaat yang bisa dipengaruhi

3. Jangkauan perubahan yang ditatapkan

4. letak pengambilan keputusan pelaksana-pelaksana program

5. sumber-sumber yang dapat disediakan

Berdasarkan hal tersebut maka ciri dari kebijakan adalah kebijakan

dihadirkan dalam rangka mewujudkan sebuah tujuan baik yang berbentuk
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positif maupun negative yang hakikatnya terdiri atas beberapa tindakan

yang saling berkitan satu sama lain dan dilaksanakan oleh pemerintah

dalam bidang-bidang tertentu.

Hoogerwerf (1979:118) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan

adalah penerapan tujuan-tujuan kualitas yang dipilih untuk sarana yang

dipilih dan dalam urutan waktiu yang dipilih. Daniel A. Mazmanian dan

Paul A. Sabatier (1979) dalam Wahab (2001:65) menjelaskan makna

implementasi ini dengan menyatakan bahwa:

“Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program
dinyatakan kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan
yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman
kebijaksanaan Negara yang yang mencakup baik usaha-usaha
untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan
akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-
kejadian”.

Implementasi sebagian besar kebijakan pemerintah pasti akan melibatkan

sejumlah perbuatan kebijaksanaan yang berusaha keras

untukmempengaruhi perilaku birokrat/pejabat dalam rangka memberikan

pelayanan/jasa tertentu kepada masyarakat atau mengatur perilaku satu

atau lebih kelompok sasaran. Adalam implementasi kebijakan, khususnya

yang melibatkan banyak organisasi atau instansi pemerintah dan berbagai

tingkatan unsur organisasi pemerintah sebenarnya dapat dilihat dari tiga

sudut pandang, yaitu:

1. Pemrakarsa kebijakan

2. Pejabat pelaksana dilapangan
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3. Aktor-aktor pendorong di luar badan-badan pemerintah kepada siapa

saja program itu ditujukan, yakni kelompok sasaran (A.W. Solichin,

1997:72)

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka fokus implementasi kebijakan itu

akan lebih jelas bagi mencakup usaha-usaha yang dilakukan pejabat atau

lembaga dalam upaya mereka untuk memberikan pelayanan atau merubah

perilaku masyarakat kelompok sasaran dari program yang bersangkutan.

Abdul Wahab (1997) dengan tegas menyatakan bahwa implementasi

kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting

dari pembuatan kebijakan. Seperti dikutip oleh Van Mater dan Van Horn

(1990:25) rumusan implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan

baik oleh individu, pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah

maupun swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah

digarisskan dalam keputusan kebijaksanaan. Lebih lanjut lagi, Daniel A.

Mazmaniar dan Paul A. Sabatiar (1990:65) menjelaskan makna

implementasi sebagai berikut:

“Memahami apa yang terjadi sesudah suatu program dinyatakan
berlaku /dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi
kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan yang
timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan
Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk
mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau
dampak nyata masyarakat. Kejadian-kejadian berdasarkan hal tersebut
disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan sesungguhnya
tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang
bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu program dari kebijakan,
melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi,
sosial yang secara langsung dan tidak langsung dapat mempengaruhi
tingkah laku atau perilaku dari semua pihak yang terlibat dan pada
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akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang didiharapkan atau
yang tidak diharapkan”.

Berdasarkan pendapat yang telah disebutkan, implementasi kebijakan

adalah usaha atau perbuatan untuk megerjakan sesuatu dengan tujuan

meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dengan tujuan

menimbulkan suatu hasil nyata bagi kehidupan masyarakat secara umum.

B. Model dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

1. Teori Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn

Model ini sering disebut “The Top Down Approach”. Hogwood dan Gunn

dalam Wahab (2001:7) berpendapat bahwa untuk dapat

mengimplementasikan kebijakan Negara secara sempurna, perlu adanya

syarat-syarat tertentu yaitu:

1) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana

tidak akan menimbulkan gangguan atau kendala yang serius.

a. Untuk pelaksanaan program yang tersedia waktu dan sumber-

sumber yang memadai.

b. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar

tersedia.

c. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu

hubungan kausalitas yang handal.

d. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan tujuan.

e. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang

tepat.
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f. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.

2. Kritikan Terhadap Model Implementasi Top Down Approach

Kritik dari pendekatan Top Down menghasilkan suatu pendekatan baru

yang disebut Bottom Up Approach dalam studi implementasi kebijakan.

Pendekatan ini dimulai dengan semua actor public dan swasta terlibat

dalam proses implementasi dan memeriksa tujuan personal dan organisasi

mereka, strategi, dan jaringan yang mereka bangun. Studi pada pendekatan

Bottom Up menunjukkan bahwa keberhasilan dan kegagalan suatu

implementasi kebijakan sering tergantung pada komitmen dan kemampuan

dari actor-aktor bawah yang secara langsung terlibat dalam implementasi

kebijakan.

3. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975)

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), ada enam variabel yang

mempengaruhi kinerja implementasi, yakni: (1) standar dan sasaran

kebijakan; (2) sumberdaya; (3) komunikasi antar organisasi dan penguatan

aktivitas; (4) karakteristik agen pelaksana; (5) disposisi implementor; (6)

kondisi sosial, ekonomi dan politik.

1) Standar dan sasaran kebijakan. Setiap kebijakan public harus

mempunyai standar sasaran kebijakan yang jelas dan terukur. Dengan

ketentuan tersebut tujuannya dapat terwujudkan, sehingga tidak bisa

terjadi multi-interpretasi dan mudah menimbulkan kesalah-pahaman

dan konflik di antara para agen implementasi.
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2) Sumber Daya. Suatu implementasi kebijakan perlu dukungan

sumberdaya, baik sumberdaya manusia (human resources), maupun

sumberdaya materi (material resources), dan sumberdaya metode

(method resources). Dari ketiga sumberdaya tersebut, yang paling

penting adalah sumberdaya manusia, karena disamping sebagai subjek

implementasi kebijakan, juga termasuk objek kebijakan publik.

3) Hubungan antar organisasi. Dalam banyak program implementasi

kebijakan, sebagai realitas dari program kebijakan perlu hubungan

yang baik antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan

koordinasi. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar

instansi bagi keberhasilan suatu program tersebut. Komunikasi dan

koordinasi merupakan salah satu urat nadi dari sebuah organisasi agar

program-programnya tersebut dapat direalisasikan dengan tujuan serta

sasarannya.

4) Karakteristik agen pelaksana. Dalam suatu implementasi kebijakan

agar mencapai keberhasilan maksimal harus diidentifikasikan dan

diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur

birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam

birokrasi, semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program

kebijakan yang telah ditentukan.

5) Disposisi implementor. Dalam implementasi kebijakan sikap atau

disposisi implementor ini dibedakan menjadi tiga hal, yaitu; (a)

respons implementor terhadap kebijakan, yang terkait dengan
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kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik; (b)

kondisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan;

dan (c) intens disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang

dimiliki tersebut.

6) Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi. Variabel ini mencakup

sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan

implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok

kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan;

karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak;

bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite

politik mendukung implementasi kebijakan.

4. Teori George C. Edwards III (1980)

Model implementasi kebijakan menurut pandangan Edwards III (1980),

dipengaruhi empat variabel, yakni; (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3)

disposisi dan kemudian (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut

juga saling berhubungan satu sama lain.

1) Komunikasi. Implemetasi kebijakan publik agar dapat

mencapaikeberhasilan, mensyaratkan agar implementor mengetahui

apa yang harus dilakukan secara jelas. Apa yang menjadi tujuan dan

sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran

(target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

Apabila penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas,

tidak memberikan pemahaman atau bahkan tujuan dan sasaran
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kebijakan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka

kemungkinan akan terjadi suatu penolakan atau resistensi dari

kelompok sasaran yang bersangkutan. Oleh karena itu diperlukan

adanya tiga hal, yaitu; (1) penyaluran (transmisi) yang baik akan

menghasilkan implementasi yang baik pula (kejelasan); (2) adanya

kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan sehingga tidak

membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan, dan (3) adanya

konsistensi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan. Jika yang

dikomunikasikan berubah-ubah akan membingungkan dalam

pelaksanaan kebijakan yang bersangkutan.

2) Sumberdaya. Implementasi kebijakan harus ditunjang oleh

sumberdaya baik sumberdaya manusia, materi dan metoda. Sasaran,

tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara

jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan

sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan

efektif dan efisien. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di

kertas menjadi dokumen saja tidak diwujudkan untuk memberikan

pemecahan masalah yang ada di masyarakat dan upaya memberikan

pelayan pada masyarakat. Selanjutnya Wahab (2010), menjelaskan

bahwa sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia,

yakni kompetensi implementor dan sumberdaya finansial.

3) Disposisi. Suatu disposisi dalam implementasi dan karakteristik,

sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen,
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kejujuran, komunikatif, cerdik dan sifat demokratis. Implementor

baik harus memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat

menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan dan

ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Implementasi kebijakan apabila

memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat

kebijakan, maka proses implementasinya menjadi tidak efektif dan

efisien. Wahab (2010), menjelaskan bahwa disposisi adalah watak

dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen,

keejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki

disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan

baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

4) Struktur birokrasi. Organisasi, menyediakan peta sederhana untuk

menunjukkan secara umum kegiatan-kegiatannya dan jarak dari

puncak menunjukkan status relatifnya. Garis-garis antara berbagai

posisi-posisi itu dibingkai untuk menunjukkan interaksi formal yang

diterapkan. Kebanyakan peta organisasi bersifat hirarki yang

menentukan hubungan antara atasan dan bawahan dan hubungan

secara diagonal langsung organisasi melalui lima hal harus

tergambar, yaitu; (1) jenjang hirarki jabatan-jabatan manajerial yang

jelas sehingga terlihat “Siapa yang bertanggungjawab kepada

siapa?”; (2) pelembagaan berbagai jenis kegiatan oprasional

sehingga nyata jawaban terhadap pertanyaan “Siapa yang melakukan

apa?”; (3) Berbagai saluran komunikasi yang terdapat dalam

organisasi sebagai jawaban terhadap pertanyaan “Siapa yang
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berhubungan dengan siapa dan untuk kepentingan apa?”; (4)

jaringan informasi yang dapat digunakan untuk berbagai

kepentingan, baik yang sifatnya institusional maupun individual; (5)

hubungan antara satu satuan kerja dengan berbagai satuan kerja yang

lain. Dalam implementasi kebijakan, struktur organisasi mempunyai

peranan yang penting. Salah satu dari aspek struktur organisasi

adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating

procedures/SOP). Fungsi dari SOP menjadi pedoman bagi setiap

implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu

panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan

red-tape, yakni birokrasi yang rumit dan kompleks. Hal demikian

pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

5. Teori Marilee S. Grindle (1980)

Menurut Grindle (1980), bahwa keberhasilan implementasi kebijakan

publik dipengaruhi oleh dua variabel yang fundamental, yakni isi

kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of

implementation).

1) Variabel isi kebijakan. Variabel isi kebijakan mencakup hal

sebagai berikut, yaitu; (1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran

atau target groups termuat dalam isi kebijakan publik; (2) jenis manfaat

yang diterima oleh target group; (3) sejauh mana perubahan yang

diinginkan oleh kebijakan. Dalam suatu program yang bertujuan

mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relatif lebih sulit
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diimplementasikan daripada sekedar memberikan bantuan langsung

tunai (BLT) kepada sekelompok masyarakat miskin; (4) apakah letak

sebuah program sudah tepat; (5) apakah sebuah kebijakan telah

menyebutkan implementornya dengan rinci; dan (6) sumberdaya yang

disebutkan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang

memadai.

2) Variabel lingkungan kebijakan. Variabel lingkungan kebijakan

mencakup hal-hal sebagai berikut; (1) seberapa besar kekuatan,

kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat

dalam implementasi kebijakan; (2) karakteristik institusi dan rezim

yang sedang berkuasa; (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas

kelompok sasaran.

6. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983)

Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983), ada tiga kelompok variabel yang

mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni: (1) karakteristik dari

masalah (tractability of the problems); (2) karakteristik kebijakan/undang-

undang (ability of statute to structure implementation); (3) variabel

lingkungan (nonstatutory variables affecting implementations).

Karakteristik masalah:

1) Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. Di satu

pihak ada beberapa masalah sosial secara teknis mudah dipecahkan,

seperti kekurangan persediaan air minum bagi penduduk atau harga

beras tiba-tiba naik. Di pihak lain terdapat masalah-masalah sosial
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yang sulit dipecahkan, seperti kemiskinan, pengangguran, korupsi dan

sebagainya. Oleh karena itu, sifat masalah itu sendiri akan

mempengaruhi mudah tidaknya suatu program diimplementasikan.

2) Tingkat kemajemukan kelompok sasaran. Ini berarti bahwa suatu

program relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok

sasarannya homogen. Sebaliknya, apabila kelompok sasarannya

heterogen, maka implementasi program akan relatif lebih sulit, karena

tingkat pemahaman setiap anggota kelompok sasaran program relatif

berbeda.

3) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Sebuah program

akan relatif sulit diimplementasikan apabila sasarannya mencakup

semua populasi. Sebaliknya, sebuah program relatif mudah

diimplementasikan apabila kelompok sasarannya tidak terlalu besar.

4) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Sebuah program yang

bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relatif

mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan

mengubah sikap dan perilaku masyarakat. Sebagai contoh,

implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan sulit diimplementasikan karena

menyangkut perubahan perilaku masyarakat dalam berlalu lintas.

Karakteristik kebijakan:
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1) Kejelasan isi kebijakan. Ini berarti semakin jelas dan rinci isi sebuah

kebijakan akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah

memahami dan menterjemahkan dalam tindakan nyata. Sebaliknya,

ketidakjelasan isi kebijakan merupakan potensi lahirnya distorsi dalam

implementasi kebijakan.

2) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis.

Kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat yang lebih

mantap karena sudah teruji, walaupun beberapa lingkungan sosial

tertentu perlu ada modifikasi.

3) Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut.

Sumberdaya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program

sosial. Setiap program juga memerlukan dukungan staf untuk

melakukan pekerjaan-pekerjaan administrasi dan teknis, serta

memonitor program, yang semuanya itu perlu biaya.

4) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai

institusi pelaksana. Kegagalan program sering disebabkan kurangnya

koordinasi vertikal dan horizontal antar instansi yang terlibat dalam

implementasi program.

5) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.

6) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan. Kasus korupsi

yang terjadi di negara-negara dunia ketiga, khususnya Indonesia salah
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satu sebabnya adalah rendahnya tingkat komitmen aparat untuk

melaksanakan tugas dan pekerjaan atau program-program

7) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi

dalam implementasi kebijakan. Suatu program yang memberikan

peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat, relatif mendapat

dukungan daripada program yang tidak melibatkan masyarakat.

Masyarakat akan merasa terasing atau teralienasi apabila hanya

menjadi penonton terhadap program yang ada di wilayahnya.

Lingkungan kebijakan:

1) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi.

Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik relatif lebih mudah

menerima program pembaruan dibanding dengan masyarakat yang

masih tertutup dan tradisional. Demikian juga, kemajuan teknologi

akan membantu dalam proses keberhasilan implementasi program,

karena program-program tersebut dapat disosialisasikan dan

diimplementasikan dengan bantuan teknologi modern.

2) Dukungan publik terhadap suatu kebijakan. Kebijakan yang

memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik.

Sebaliknya, kebijakan yang bersifat dis-insentif seperti kenaikan harga

Bahan Bakar Minyak (BBM) atau kenaikan pajak akan kurang

mendapat dukungan publik.
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3) Sikap kelompok pemilih (constituency groups). Kelompok pemilih

yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi implementasi

kebijakan melalui berbagai cara antara lain; (1) kelompok pemilih

dapat melakukan intervensi terhadap keputusan yang dibuat badan-

badan pelaksana melalui berbagai komentar dengan maksud

mengubah keputusan; (2) kelompok pemilih dapat memiliki

kemampuan untuk mempengaruhi badan-badan pelaksana secara tidak

langsung melalui kritik yang dipublikasikan terhadap kinerja badan-

badan pelaksana, dan membuat pernyataan yang ditujukan kepada

badan legislatif.

4) Tingkat komitmen dan ketrampilan dari aparat dan implementor. Pada

akhirnya, komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan

yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling

krusial. Aparat badan pelaksana harus memiliki ketrampilan dalam

membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas

tujuan tersebut.

B. Tinjauan Tentang Hutan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, yang

dimaksud dengan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan

lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam

persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat

dipisahkan.
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I. Jenis-Jenis Hutan di Indonesia

A. Jenis-Jenis Hutan di Indonesia Berdasarkan Iklim :

i. Hutan Hujan Tropika, adalah hutan yang terdapat didaerah

tropis dengan curah hujan sangat tinggi. Hutan jenis ini sangat

kaya akan flora dan fauna. Di kawasan ini keanekaragaman

tumbuh-tumbuhan sangat tinggi. Luas hutan hujan tropika di

Indonesia lebih kurang 66 juta hektar Hutan hujan tropika

berfungsi sebagai paru-paru dunia. Hutan hujan tropika terdapat

di Pulau Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

ii. Hutan Monsun, disebut juga hutan musim. Hutan monsun

tumbuh didaerah yang mempunyai curah hujan cukup tinggi,

tetapi mempunyai musim kemarau yang panjang. Pada musim

kemarau, tumbuhan di hutan monsun biasanya menggugurkan

daunnya. Hutan monsun biasanya mempunyai tumbuhan

sejenis, misalnya hutan jati, hutan bambu, dan hutan kapuk.

Hutan monsun banyak terdapat di Jawa Tengah dan Jawa

Timur.

B. Jenis-Jenis Hutan di Indonesia Berdasarkan Variasi Iklim, Jenis

Tanah, dan Bentang Alam :

i. Kelompok Hutan Tropika :

a. Hutan Hujan Pegunungan Tinggi

b. Hutan Hujan Pegunungan Rendah

c. Hutan Tropika Dataran Rendah

d. Hutan Subalpin
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e. Hutan Pantai

f. Hutan Mangrove

g. Hutan Rawa

h. Hutan Kerangas

i. Hutan Batu Kapur

j. Hutan pada batu Ultra Basik

ii. Kelompok Hutan Monsun

a. Hutan Monsun Gugur Daun

b. Hutan Monsun yang Selalu Hijau (Evergren)

c. Sabana

C. Jenis-Jenis Hutan di Indonesia Berdasarkan Terbentuknya

i. Hutan alam, yaitu suatu lapangan yang bertumbuhan pohon-

pohon alami yang secara keseluruhan merupakan persekutuan

hidup alam hayati beserta alam lingkungannya. Hutan alam

juga disebut hutan primer, yaitu hutan yang terbentuk tanpa

campur tangan manusia.

ii. Hutan buatan disebut hutan tanaman, yaitu hutan yang

terbentuk karena campur tangan manusia.

D. Jenis-Jenis Hutan di Indonesia Berdasarkan Statusnya

i. Hutan negara, yaitu hutan yang berada pada tanah yang tidak

dibebani hak atas tanah.
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ii. Hutan hak, yaitu hutan yang berada pada tanah yang dibebani

hak atas tanah. Hak atas tanah, misalnya hak milik (HM), Hak

Guna Usaha (HGU), dan hak guna bangunan (HGB).

iii. Hutan adat, yaitu hutan negara yang berada dalam wilayah

masyarakat hukum adat.

E. Jenis-Jenis Hutan di Indonesia Berdasarkan Jenis Tanamannya

i. Hutan Homogen (Sejenis), yaitu hutan yang arealnya lebih dari

75 % ditutupi oleh satu jenis tumbuh-tumbuhan. Misalnya:

hutan jati, hutan bambu, dan hutan pinus.

ii. Hutan Heterogen(Campuran), yaitu hutan yang terdiri atas

bermacam-macam jenis tumbuhan.

F. Jenis-Jenis Hutan di Indonesia Berdasarkan Fungsinya

i. Hutan Lindung

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi

pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan.

ii. Hutan Konservasi.

Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas

tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan

keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

Hutan konservasi terdiri atas :

1. Hutan Suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu

yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan
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pengawetan keanekaragaman tumbuhan, satwa dan

ekosistemnya serta berfungsi sebagai wilayah penyangga

kehidupan. Kawasan hutan suaka alam terdiri atas cagar

alam, suaka margasatwa dan Taman Buru.

2. Kawasan Hutan pelestarian alam adalah kawasan dengan

ciri khas tertentu, baik didarat maupun di perairan yang

mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga

kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan

dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber alam

hayati dan ekosistemnya. Kawasan pelestarian alam terdiri

atas taman nasional, taman hutan raya (TAHURA) dan

taman wisata alam.

3. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang diperuntukkan

guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan

masyarakat pada umumnya serta pembangunan, industri,

dan ekspor pada khususnya. Hutan produksi dibagi menjadi

tiga, yaitu hutan produksi terbatas (HPT), hutan produksi

tetap (HP), dan hutan produksi yang dapat dikonversikan

(HPK).
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C. Tinjauan Tentang Hutan Kemasyarakatan (HKm)

1. Kerangka Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Kebijakan Hutan Kemasyarakatan di Indonesia pertama kali dikeluarkan

pada tahun 1995 melalui penerbitan Kepmenhut No.622/Kpts-II/1995.

Untuk menindaklanjutinya, Dirjen Pemanfaatan Hutan didukung oleh

LSM, Universitas, dan lembaga internasional merancang proyek-proyek

uji coba di berbagai tempat dalam pengelolaan konsesi hutan yang

melibatkan masyarakat setempat. Hingga tahun 1997, bentuk pengakuan

HKm masih sangat kecil. Lalu Menhut mengeluarkan Keputusan No.

677/Kpts-II/1997, mengubah Keputusan No.622/Kpts-II/1995.

Regulasi ini memberi ruang pemberian hak pemanfaatan hutan bagi

masyarakat yang dikenal dengan Hak Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan

(HPHKM) yang terbatas pada pemanfaatan hutan non kayu. Menhut juga

merancang pelayanan kredit agar masyarakat yang berminat dapat

memulai unit-unit usaha berbasis hasil hutan. Promosi bentuk HKm ini

merupakan suatu pendekatan yang dapat meminimalisir degradasi hutan

dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.

Kemudian Kepmenhut tersebut di rubah dengan mengeluarkan Kepmenhut

No. 31/Kpts-II/2001. Dengan adanya keputusan ini, masyarakat diberi

keleluasaan lebih besar sebagai  pelaku utama dalam pengelolaan hutan.

Namun lagi-lagi tidak membuahkan hasil yang maksimal karena adanya

kerancuan kebijakan dan tidak terakomodasikannya hak-hak masyarakat

setempat. Keputusan-keputusan terhadap KM di atas juga pada intinya
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digunakan oleh pemerintah untuk melindungi kawasan hutan khususnya

hutan produksi yang tidak tercakup dalam kawasan HPH skala besar.

Kebijakan itu kemudian disempurnakan lebih lanjut melalui Peraturan

Menteri Kehutanan No. P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan

Kemasyarakatan dan kemudian diikuti dengan perubahan-

perubahannyanya (Permenhut No.P.18/Menhut-II/2009, Permenhut No.

P.13/Menhut-II/2010, hingga Permenhut No.P52/Menhut-II/2011). Dalam

peraturan tersebut, pemerintah menjelaskan petunjuk teknis berkaitan

dengan prosedur untuk memperoleh hak-hak kelola HKm, termasuk

rincian proses perijinan dan pemberian ijin usaha pemanfaatan pengelolaan

hutan kemasyarakatan (IUPHKm).

Pada peraturan itu disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Hutan

Kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya

ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. HKm diharapkan

dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat

sehingga mereka mendapatkan manfaat sumberdaya hutan secara optimal

dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

HKm hanya diberlakukan di kawasan hutan lindung dan hutan produksi.

Ketentuannya, hutannya tidak dibebani hak atau ijin dalam pemanfaatan

hasil hutan dan menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat.

Ijin Usaha Pemanfaatan Pengelolaan HKm (IUPHKm) diberikan untuk

jangka waktu 35 tahun dan diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi
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setiap 5 tahun.  HKm diperuntukkan bagi masyarakat miskin setempat

yang tinggal di dalam dan sekitar hutan serta menggantungkan

penghidupannya dari memanfaatkan sumberdaya hutan.

2. Prosedur Perizinan dan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Pelaksanaan skema Hutan Kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam

Peraturan Menteri Kehutanan No.P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan

Kemasyarakatan dapat dipilah dalam 3 tingkatan: pertama, penetapan

yang dilakukan oleh pemerintah pusat (Kementerian Kehutanan); kedua,

perizinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah

(Bupati/Walikota/Gubernur); ketiga, pengelolaan di lapangan yang

dilakukan oleh kelompok masyarakat pemegang izin pemanfaatan hutan

kemasyarakatan.

Untuk melaksanakan skema HKm ada empat perizinan yang dibutuhkan,

yaitu a. Permohon IUPHKM; b. Penetapan Area Kerja HKm; c. Pemberian

Izin Usaha Pemanfaatan HKm (IUPHKm); dan e. Pemberian Izin Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam HKm (IUPHHK-HKm).

Permohonan IUPHKM diajukan oleh kelompok/koperasi masyarakat

dalam bentuk surat permohonan yang diajukan kepada Bupati/Walikota

untuk lokasi di dalam satu wilayah Kabupaten/kota atau kepada Gubernur

untuk  yang berlokasi lintas Kabupaten/kota. Di dalam surat tersebut

dilampirkan proposal permohonan IUPHKM, surat keterangan kelompok

dari Kepala Desa/Lurah, dan sketsa area kerja yang dimohon (memuat
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letak areal beserta titik koordinatnya, batas-batas perkiraan luasan areal,

dan potensi kawasan hutan).

Areal kerja hutan kemasyarakatan adalah satu kesatuan hamparan kawasan

hutan yang dapat dikelola oleh kelompok atau gabungan kelompok

masyarakat setempat secara lestari. Kawasan hutan yang dapat ditetapkan

sebagai areal kerja hutan kemasyarakatan adalah kawasan hutan lindung

dan kawasan hutan produksi dengan ketentuan: belum dibebani hak atau

izin dalam pemanfaatan hasil hutan; dan menjadi sumber mata pencaharian

masyarakat setempat. Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan ditetapkan oleh

Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab dibidang Kehutanan

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) adalah izin

usaha yang diberikan untuk memanfaatkan sumber daya hutan pada

kawasan hutan lindung dan/atau kawasan hutan produksi. IUPHKm dapat

diberikan kepada kelompok masyarakat setempat yang telah mendapat

fasilitasi pada kawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai areal kerja

hutan kemasyarakatan dengan surat Keputusan Menteri. IUPHKM bukan

merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan.

IUPHKm pada hutan lindung meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan,

pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Sedangkan pada hutan produksi meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan,

penanaman tanaman hutan berkayu, pemanfaatan jasa lingkungan,

pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, dan

pemungutan hasil hutan bukan kayu.
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IUPHKm dilarang dipindahtangankan, diagunkan, atau digunakan untuk

untuk kepentingan lain di luar rencana pengelolaan yang telah disahkan,

serta dilarang merubah status dan fungsi kawasan hutan, Jika ketentuan ini

dilanggar maka akan dikenai sanksi pencabutan izin.

Gambar 2.1. Tata Perijinan Hutan Kemasyarakatan
Sumber: Partnership Policy Paper No.4/2011, Mendorong

Percepatan Program Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa

IUPHKm diberikan untuk jangka waktu 35 tahun dan dapat diperpanjang

sesuai dengan hasil evaluasi setiap 5 tahun. Permohonan perpanjangan

IUPHKm diajukan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota paling lambat 3

(tiga) tahun sebelum izin berakhir. IUPHKM dapat dihapus bila jangka

waktu izin telah berakhir; izin dicabut oleh pemberi izin sebagai sanksi

yang dikenakan kepada pemegang izin; izin diserahkan kembali oleh

pemegang izin dengan pernyataan tertulis kepada pemberi izin sebelum

Gubernur
Bupati/Walikota

Kelompok
Masyarakat

Sketsa Areal Kerja
- Wilayah administrasi
- Potensi
- Batas Kawasan

Gubernur
Bupati/Walikota

Tim
Verifikasi

UPT

Menteri
Kehutanan

Gubernur
Bupati/Walikota

Tim
Verifikasi

Tim
Verifikasi

Pedoman
Verifikasi

Kepastian Hak &
Kesesuaian fungsi

Menteri Kehutanan
Menetapkan Areal Kerja

Menteri
Kehutanan

IUPHKM

IUPHHK HKm

Terima

Terima

Tolak
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jangka waktu izin berakhir; dalam jangka waktu izin yang diberikan,

pemegang izin tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan; dan secara

ekologis, kondisi hutan semakin rusak.

Permohonan IUPHHK HKm diajukan oleh pemegang IUPHKm yang telah

berbentuk koperasi kepada Menteri. IUPHHK-HKm hanya dapat

dilakukan areal kerja yang berada di kawasan hutan produksi dan

diberikan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan tanaman berkayu yang

merupakan hasil penanamannya. Peraturan itu juga menyebutkan bahwa

penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan berazaskan kepada: (a) manfaat

dan lestari secara ekologi, ekonomi, sosial dan budaya, (b) musyawarah

mufakat, dan (c) keadilan.

Oleh sebab itu, untuk melaksanakannya digunakan prinsip:

(a) tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan,

(b) pemanfaatan hasil hutan kayu hanya dilakukan dari kegiatan

penanaman,

(c) mempertimbangkan keanekaragaman hayati dan keanekaragaman

budaya,

(d) menumbuhkembangkan keanekaragaman komoditas dan jasa,

(e) meningkatkan kesejahtaraan masyarakat yang berkelanjutan,

(f) memerankan masyarakat sebagai pelaku utama,

(g) adanya kepastian hukum,

(h) transparansi dan akuntabilitas publik

(i) partisipatif dalam pengambilan keputusan.
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Harapannya, melalui pola pengelolaan lahan di Area Kerja Hutan

Kemasyarakatan, kelestarian hutan tetap terjaga dan perbaikan fungsi

hutan dapat ditingkatkan, serta manfaat penerapan sistem tanam multi

guna (Multi Purpose Trees Species) dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.

D. Substansi Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Tentang Hutan

Kemasyarakatan

Tabel 2.1 Perubahan pada Permenhut No. 37 Tahun 2007 Tentang Hutan
Kemasyarakatan

Permenhut
No.

37/Menhut
-II/2007
Tentang
Hutan

Kemasyar
akatan

Permenhut No.
18/Menhut-II/2009
Tentang Perubahan

Atas Peraturan
Menteri Kehutanan

Nomor P.37/Menhut-
II-2007 Tahun 2007

Tentang Hutan
Kemasyarakatan

Permenhut No.
P.13/Menhut-II/2010
Tentang Perubahan

Kedua Atas
Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor

P.37/Menhut-II-2007
Tentang Hutan

Kemasyarakatan

Permenhut
No.52/Menhut-
II/2011Tentang

Perubahan Ketiga
Atas Peraturan

Menteri Kehutanan
Nomor

P.37/Menhut-II-2007
Tentang Hutan

Kemasyarakatan
Beberapa ketentuan
dalam Peraturan
Menteri Kehutanan
Nomor P.37/Menhut-
II/2007 Tahun 2007
tentang Hutan
Kemasyarakatan,
diubah sebagai
berikut:
1. Ketentuan Pasal 9

ayat (2), ayat (3),
dan ayat (4)
diubah, sehingga
keseluruhan Pasal
9 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 9
(1) Terhadap usulan
Gubernur atau
Bupati/Walikota,

Beberapa ketentuan
dalam Peraturan
Menteri Kehutanan
Nomor
P.37/Menhut-II/2007
tentang Hutan
Kemasyarakatan
sebagaimana telah
diubah dengan
Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor
P.18/Menhut-
II/2009, diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8
diubah, sehingga
keseluruhan Pasal
8 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 8

Ketentuan Pasal 8
Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor
P.37/Menhut-II/2007
tentang Hutan
Kemasyarakatan
sebagaimana telah
beberapa kali diubah
terakhir dengan
Peraturan Menteri
Kehutanan
P.13/Menhut-II/2010
(Berita Negara
Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor
163), diubah
sehingga
keseluruhan Pasal 8
menjadi berbunyi
sebagai berikut:

P
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dilakukan verifikasi
oleh tim verifikasi
yang dibentuk oleh
Menteri.

(2) Tim verifikasi
beranggotakan unsur-
unsur eselon I terkait
lingkup Departemen
Kehutanan dengan
penanggung jawab
Direktur Jenderal
Rehabilitasi Lahan
dan Perhutanan Sosial.

(3) Direktur Jenderal
Rehabilitasi Lahan
dan Perhutanan Sosial
sebagai penanggung
jawab Tim Verifikasi
dapat menugaskan
UPT Departemen
Kehutanan terkait,
untuk bersama-sama
tim melakukan
verifikasi ke lapangan.

(4) Verifikasi meliputi
: kepastian bebas hak
atau izin atas kawasan
yang diusulkan,
kelembagaan, mata
pencaharian, serta
kesesuaian dengan
fungsi kawasan.

1. Ketentuan Pasal
23 diubah,
sehingga
keseluruhan Pasal
23 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 23
(1) Pada Hutan
Lindung
Pemegang
IUPHKm berhak:

a. mendapat
fasilitasi;

(1) UPT Direktorat
Jenderal Rehabilitasi
Lahan dan
Perhutanan Sosial
melakukan
koordinasi dengan
UPT Eselon I
Kementerian
Kehutanan terkait
dan Pemerintah
Daerah untuk
menentukan calon
areal kerja HKm dan
memfasilitasi
masyarakat setempat
untuk membuat
permohonan.

(2) Gubernur atau
Bupati/Walikota
berdasarkan hasil
penentuan calon
areal kerja HKm
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1), mengusulkan
Areal Kerja HKm
kepada Menteri
berdasarkan
permohonan
masyarakat
setempat.

(3) Usulan Gubernur
atau Bupati/Walikota
dilengkapi dengan :
a. peta digital lokasi
calon areal kerja
hutan
kemasyarakatan
dengan skala paling
kecil 1 : 50.000; dan
b. deskripsi wilayah,
antara lain keadaan
fisik wilayah, sosial
ekonomi, dan
potensi kawasan.

a
s
a
l

8

(1) UPT Direktorat
Jenderal Bina
Pengelolaan DAS
dan Perhutanan
Sosial melakukan
koordinasi dengan
UPT Eselon I
Kementerian
Kehutanan terkait
dan Pemerintah
Daerah untuk
menentukan calon
areal kerja hutan
kemasyarakatan dan
memfasilitasi
masyarakat setempat
untuk membuat
permohonan Ijin
Usaha Pemanfaatan
Hutan
Kemasyarakatan
(IUPHKm) kepada
Bupati/Walikota.

(2) Pada areal lain di
luar areal yang
dicalonkan
sebagaimana
tersebut pada ayat
(1), masyarakat
setempat dapat
mengajukan
permohonan
IUPHKm kepada
Bupati/Walikota.

(3) Permohonan
masyarakat setempat
diajukan oleh Ketua
Kelompok atau
Kepala Desa atau
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b. melakukan
kegiatan
pemanfaatan
jasa
lingkungan;
c. melakukan
kegiatan
pemanfaatan
kawasan;
d. melakukan
kegiatan
pemungutan
hasil hutan
bukan kayu
(HHBK).

(2) Pada Hutan
Produksi,
Pemegang
IUPHKm berhak:

a. mendapat fasilitas;
b. melakukan kegiatan
pemanfaatan jasa
lingkungan;
c. melakukan kegiatan
pemanfaatan kawasan;
d. melakukan kegiatan
pemungutan hasil
hutan bukan kayu
(HHBK);
e. melakukan kegiatan
pemanfaatan hasil
hutan bukan kayu
(HHBK);
f. melakukan kegiatan
pemungutan hasil
hutan kayu.

(4) Dalam proses
pengusulan
areal kerja
HKm
sebagaimana
dimaksud
pada ayat (2),
Gubernur
atau
Bupati/Walik
ota
memfasilitasi
pembentukan
kelompok
masyarakat
setempat.

2. Ketentuan...
2. Ketentuan Pasal 9

diubah, sehingga
keseluruhan
Pasal 9 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 9
(1) Terhadap usulan
Gubernur atau
Bupati/Walikota
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (3),
dilakukan verifikasi
oleh Tim Verifikasi
yang dibentuk oleh
Menteri.

(2) Tim verifikasi
beranggotakan
unsur-unsur eselon I
terkait lingkup
Kementerian
Kehutanan dengan
penanggung jawab
Direktur Jenderal
Rehabilitasi Lahan
dan Perhutanan
Sosial.

(3) Verifikasi
dilakukan dengan

Tokoh Masyarakat
kepada
Bupati/Walikota,
dengan melampirkan
:
a. Sketsa lokasi areal
yang dimohon; dan
b. Daftar nama-nama
masyarakat setempat
calon anggota
kelompok hutan
kemasyarakatan
yang diketahui oleh
Camat dan Kepala
Desa/Lurah.
(4) Berdasarkan
permohonan
masyarakat setempat
dan atau hasil
penentuan calon
areal kerja hutan
kemasyarakatan
sebagaimana
tersebut pada ayat
(1), Bupati/Walikota
mengajukan usulan
penetapan areal kerja
hutan
kemasyarakatan
kepada Menteri.

/(5) Usulan…4

(5) Usulan
Bupati/Walikota
sebagaimana
dimaksud ayat (4),
dilengkapi dengan :
a. Peta digital lokasi
calon areal kerja
hutan
kemasyarakatan
dengan skala paling
kecil 1 : 50.000;
b. Deskripsi wilayah,
antara lain keadaan
fisik wilayah, sosial
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cara konfirmasi
kepada Gubernur
atau Bupati/
Walikota terhadap
hal-hal antara lain
kepastian bebas
hak/izin, serta
kesesuaian dengan
fungsi kawasan.

ekonomi, dan
potensi kawasan.
c. Daftar nama-nama
masyarakat setempat
calon anggota
kelompok hutan
kemasyarakatan
yang diketahui oleh
Camat dan kepala
Desa/Lurah.
(6) Dalam proses
pengusulan areal
kerja hutan
kemasyarakatan
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(4), Gubernur atau
Bupati/Walikota
memfasilitasi
pembentukan dan
penguatan
kelembagaan
kelompok
masyarakat
setempat.
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E. Kerangka Pikir

Sebagai langkah pelaksanaan dalam sebuah kebijakan, implementasi

kebijakan memegang peranan penting. Dalam tahap implementasi kebijakan

inilah akan terlihat bagaimana suatu kebijakan dijalankan, apakah akan sesuai

dengan maksud dan tujuan yang sudah dirumuskan sebelumnya. Setiap

kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah tidak selamanya berjalan dengan

baik. Ada kalanya kebijakan mengalami kendala dalam proses

implementasinya. Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang

kompleks, karena pada satu sisi bisa mendapat hambatan dari penerima

kebijakan, dan di sisi lain bisa dari pelaksana kebijakan itu sendiri. Dalam

penelitian ini, penulis akan menganalisis implementasi kebijakan Hutan

Kemasyarakatan yang diterapkan di Kabupaten Way Kanan dengan model-

model implementasi yang ada dan juga prinsip-prinsip pengelolaan Hutan

Kemasyarakatan untuk melihat hasil dari implementasi kebijakan  tersebut
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Permenhut No.52/Menhut-
II/2011 Tentang Hutan

Kemasyarakatan

Teori Donald S. Van Meter dan
Carl E. Van Horn

1. Standar dan sasaran
kebijakan

2. Sumber daya
3. Komunikasi antar

organisasi
4. Karakteristik agen

pelaksana
5. Disposisi implementor
6. Kondisi sosial ekonomi

Model Pendekatan Kebijakan
1. Top Down Approach
2. Bottom Up Approach

Proses Implementasi Kebijakan
Hutan Kemasyarakatan

1. Pengajuan Izin
2. Kelembagaan

3. Tata Batas

Faktor-Faktor Pengaruh
Keberhasilan Hutan

Kemasyarakatan di Register 24
Bukit Pungggur

Permenhut No. P.13/Menhut-
II/2010 Tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan \menteri
Kehutanan Nomor P.37/Menhut-

II-2007 Tentang Hutan
Kemasyarakatan

Permenhut No. 18/Menhut-II/2009
Tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Kehutanan Nomor
P.37/Menhut-II-2007 Tahun 2007
Tentang Hutan Kemasyarakatan

Permenhut No. 37/Menhut-
II/2007 Tentang Hutan

Kemasyarakatan

Analisis Kebijakan
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III. METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Jenis Penelitian

Tipe penelitian ini adalah Deskriptif dengan data Kualitatif. Tujuannya agar

dapat menggambarkan, menjelaskan dan menjawab permasalahan di lapangan

dengan teori dan konsep dari data penelitian yang didapat. Menurut Husaini

Usman dan Purnomo Setiady (1997:130), penelitian deskriptif kualitatif

diuraikan dengan kata-kata menurut pendapat responden, apa adanya dan

sesuai dengan pertanyaan penelitiannya. Minimal ada tiga hal yang

digambarkan dalam penelitian kualitatif yaitu karakteristik pelaku, kegiatan

atau kejadian-kejadian yang terjadi selama penelitian, dan keadaan

lingkungan atau karakteristik tempat penelitian berlangsung.

Kemudian menurut Hotomo dalam Bungin (2003:56) deskriptif kualitatif

artinya mencatat dengan teliti berbagai fenomena yang dilihat dan didengar

serta dibaca via wawancara  atau catatan lapangan, foto, video tape,

dokumentasi pribadi, catatan serta memo dan lain-lain. Peneliti harus

membanding-bandingkan, mengkombinasikan, mengabstraksikan dan

menarik kesimpulan. Dalam penelitian deskriptif kualitatif jenis data yang

dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal ini
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dikarenakan berbagai data yang terkumpul kemungkinan menjadi kunci

terhadap apa yang akan atau sudah diteliti.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dijelaskan dalam bentuk uraian

atau kalimat-kalimat singkat dan jelas, guna mempermudah pembaca dalam

memahaminya. Untuk memperoleh data yang valid serta dapat

dipertanggungjawabkan, proses pendekatan kepada informan di lapangan

dilakukan dengan cara memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku

baik individu maupun sekelompok orang dalam situasi yang berbeda-beda.

Dengan demikian penelitian ini dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi

mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan

mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit

yang diteliti. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana implementasi

kebijakan Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Way Kanan.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan untuk membatasi studi yang dapat memandu dan

mengarahkan jalannya penelitian. Miles dan Haberman (1992:36)

menyatakan bahwa fokus penelitian dilakukan agar tidak terjadi penelitian

yang samar-samar. Dalam proses mengumpulkan data, kerangka penelitian

harus bersifat fleksibel sehingga dapat mengubah arahan dengan baik dan

memfokuskan kembali data yang terkumpul guna pelaksanaan penelitian

berikutnya.
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Perumusan masalah dan fokus penelitian yang saling terkait karena

permasalahan penelitian dijadikan acuan bagi fokus penelitian. Meskipun

fokus dapat berubah dan berkurang berdasarkan data yang ditemukan di

lapangan. Penentuan fokus memiliki dua tujuan yaitu :

1. Penetapan fokus untuk membatasi studi, bahwa dengan adanya fokus

penelitian tempat penelitian menjadi layak.

2. Penentuan fokus secara efektif menetapkan kriteria sumber informasi

untuk menjaring informasi yang mengalir masuk.

Untuk menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan Hutan

Kemasyarakatan di Kabupaten Way Kanan, maka yang menjadi fokus

penelitian ini adalah pemerintah daerah dan masyarakat yang terlibat

langsung dalam Hutan Kemasyarakatan Register 24 Bukit Punggur.

Fokus penelitian ini merujuk pada tiga hal utama, yaitu perizinan,

kelembagaan dan tata batas dari Hutan Kemasyarakatan, yang kemudian

dikaji dengan model implementasi kebijakan Van Meter Van Horn.

Kemudian dari tiga fokus kajian itu juga akan diambil kesimpulan mengenai

implementasi kebijakan Hutan Kmasyarakatan di Register 24 Bukit Punggur

ini, menggunakan pendekatan Bottom Up Approach dan pendekatan Top

Down Approach.

Perizinan yang ada meliputi bagaimana tahapan-tahapan dalam pembentukan

Hutan Kemasyarakatan itu sendiri, mulai dari pengusulan sampai penetapan

SK, kemudian kelembagaan yang meliputi hubungan antar organisasi, baik

masyarakat maupun pemerintah daerah. Dan yang terakhir adalah tata batas,
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yaitu mulai dari proses penetapan lokasi, pengukuran sampai pengesahan

lahan garapan.

C. Jenis Data

Data merupakan bahan penting yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab

pertanyaan atau menguji hipotesis dan mencapai tujuan penelitian. Oleh

karena itu kualitas data menjadi pokok penting dalam penelitian karena

menentukan kualitas hasil penelitian. Pengelompokan data dalam penelitian

ini berdasarkan karakteristiknya yang terdiri atas :

1. Data primer

Data primer merupakan suatu objek atau dokumentasi original, material

bahan mentah yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi atau

data tersebut. Data primer didapat atau dikumpulkan dari tangan pertama

dan diolah organisasi atau perorangan. Bentuk dari data primer berupa

dokumen sejarah dan legal formal, pernyataan sikap, pandangan individu,

hasil dari suatu eksperimen, data statistik, lembaran tulisan, artikel,

karangan ilmiah yang disampaikan dalam konferensi dan sebagainya. Data

primer dapat diperoleh melalui informasi berasal dari unit analisis yang

telah ditentukan. Menurut Ulber silalahi (2009:250), unit analisis

merupakan unit atau elemen yang dianalisis atau yang dipelajari yang

darinya ingin diketahui satu atau sejumlah hal terakhir masalah penelitian.

Subjek penelitian atau unit analisis yang paling umum dipelajari dalam

penelitian sosial ialah individu, keluarga, kelompok, organisasi dan
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struktur sosial baik formal maupun informal (Ulber, 2009:250). Oleh

sebab itu sumber data dapat diperoleh dengan penggalian informasi dari

narasumber sebagai sumber data berjenis orang (person) atau organisasi.

Sebagai sumber data manusia memiliki kedudukan dan peran yang

beragam. Sumber data lain yang dijadikan data primer dalam penelitian ini

yakni buku-buku publikasi resmi dan dokumen legal formal organisasi

yang menjadi landasan hukum dalam melakukan tindakan dan sikap

terhadap beberapa permasalahan.

Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan :

1. Kepala UPT Bunhut, Efrizal pada tanggal 7 dan 15 Juni 2015

2. Anggota KPH Bukit Punggur, Junaedi pada tanggal 15 Juni 2015

dan masyarakat yang terlibat dalam HKm yaitu

1. Yanto, pada tanggal 20 Juni 2015

2. Sumadi, pada tanggal 20 Juni 2015

3. Budi Yansyah pada tanggal 21 Juni 2015

Selanjutnya data yang digunakan adalah hasil dokumentasi selama

kegiatan pelaksanaan HKm berlangsung, juga berupa berkas kesepakatan

antara masyarakat dan pihak penyelenggara HKm.
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2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari sumber yang bukan asli

memuat informasi atau data tersebut (second hand information) atau

sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan.

Bentuk data sekunder meliputi interpretasi atau pembahasan tentang materi

original. Bahan-bahan literatur lain seperti artikel dalam surat kabar atau

majalah populer, laporan dan publikasi organisasi, database penelitian

terdahulu, publikasi pemerintah dan catatan publik yang mengevaluasi dan

mengkritisi suatu penelitian tentang masalah original. Data sekunder yang

digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen, berita acara,

dan foto-foto lapangan saat proses implementasi kebijakan berlangsung.

D. Penentuan Informan

Pemilihan informan sebagai sumber data pada penelitian ini penulis

menggunakan teknik purposive sampling. Penentuan teknik ini agar didapati

informasi dengan tingkat validitas dan reabilitas yang tinggi. Informan

haruslah orang yang merepresentasikan fokus penelitian yang hendak diteliti.

Tentang teknik purposive sampling, Ulber Silalahi (2009:272) menjelaskan

pemilihan sampel purposive (bertujuan) atau lazim disebut judgement

sampling merupakan pemilihan siapa subjek yang ada dalam posisi terbaik

untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Karena itu menentukan subjek

atau orang-orang terpilih harus sesuai dengan ciri-ciri dan kriteria khusus

yang dimiliki oleh sampel tersebut atas pemahaman yang kuat terhadap objek

yang akan diteliti. Menurut Spreadley dan Faisal (1990:67) agar memperoleh
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informasi lebih terbukti terdapat beberapa kriteria yang perlu

dipertimbangkan antara lain :

1. Subyek yang lama dan intensif dengan suatu kegiatan atau aktivitas
yang menjadi sasaran atau perhatian.

2. Subyek yang masih terkait secara penuh dan aktif pada lingkungan
atau kegiatan yang menjadi sasaran atau perhatian.

3. Subyek yang mempunyai cukup banyak informasi, banyak waktu dan
kesempatan untuk dimintai keterangan

4. Subyek yang berada atau tinggal pada sasaran yang mendapat
perlakuan yang mengetahui kejadian tersebut.

Pada penelitian ini, subyek yang akan diambil untuk dijadikan informan

berjumlah empat orang yang terdiri dari masyarakat yang menempati wilayah

Hutan Register 24 Bukit Punggur dan termasuk dalam kelompok Hutan

Kemasyarakatan Register 24 Bukit Punggur Kabupaten Way Kanan, dan

unsur Dinas Kehutanan Kabupaten Way Kanan yang memliki andil dalam

kebijakan Hutan Kemasyarakatan yaitu Kepala UPT Bunhut, kemudian

anggota KPH Bukit Punggur

1. Efrizal, selaku Kepala UPT Perkebunan Kehutanan, dan Fasilitator HKm
2. Junaedi, selaku anggota Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bukit Punggur
3. Yanto, selaku masyarakat yang mengikuti program HKm
4. Budi Yansyah, selaku masyarakat yang mengikuti program HKm
5. Sumadi, selaku masyarakat yang mengikuti program HKm

E. Teknik Pengumpulan Data

Terkait untuk menjawab masalah penelitian tentu membutuhkan data yang

relevan. Data yang dibutuhkan harus didapati melalui teknik dan instrumen

pengumpulan data yang sesuai dengan jenis dan tipe penelitian. Kecermatan

dalam memilih dan menyusun teknik dan alat pengumpulan data ini sangat

berpengaruh pada objektivitas hasil penelitian. Dengan kata lain teknik dan
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alat pengumpul data yang tepat dalam suatu penelitian akan memungkinkan

dicapainya pemecahan masalah secara valid dan reliabel.

Ulber Silalahi (2009:280) mendefinisikan pengumpulan data sebagai suatu

proses mendapatkan data empiris melalui responden dengan menggunakan

metode tertentu. Sebelum mengumpulkan terlebih dahulu ditentukan teknik

pengumpulan data yang tepat untuk menyusun instrumen yang baik dalam

pengumpulan data. Instrumen berfungsi sebagai alat bantu bagi peneliti untuk

mengumpulkan data yang akan dianalisis dan diinterpretasikan. Lebih rinci

pada penelitian ini digunakan dua teknik pengumpulan data yakni sebagai

berikut :

1. Wawancara Mendalam

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara

langsung. Pewawancara disebut interviewer, sedangkan orang yang

diwawancarai disebut sebagai interviewee. Metode ini masuk dalam

tekhnik pengumpulan data pada metode penelitian survey. Menurut Ulber

Silalahi (2009:312), wawancara merupakan metode yang digunakan untuk

mengumpulkan data atau keterangan lisan dari seseorang yang disebut

koresponden melalui suatu percakapan yang sistematis dan terorganisir.

Maka wawancara merupakan percakapan yang berlangsung sistematis

yang dilakukan peneliti sebagai pewawancara (interviewer) dengan

sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancarai (interviewee)

untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan

masalah penelitian.
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Metode wawancara digunakan untuk menghimpun data sosial terutama

untuk mengetahui bagaimana implementasi dari kebijakan Hutan

Kemasyarakatan. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini

bertujuan memperoleh informasi mengenai bagaimana kelompok

masyarakat memberikan tanggapannya mengenai penerapan kebijakan

Hutan Kemasyarakatan, kemudian untuk mengetahui apakah kebijakan

Hutan Kemasyarakatan sudah berjalan sesuai dengan undang-undang yang

berlaku, dan bagaimana tindak lanjut dari pihak Dinas Kehutanan dan

Perkebunan Kabupaten Way Kanan. Juga untuk mengetahui keuntungan

dan hambatan dari penerapan kebijakan ini.

2. Studi Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan

catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Data

yang diperoleh haruslah lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.

Dokumentasi yaitu terjun langsung kelapangan dan mencari data

mengenai objek-objek penelitian tersebut yang  berasal dari pihak lain

berupa undang-undang, buku, surat kabar, dan berbagai sumber lainnya

yang berhubungan dengan lokasi penelitian dan masalah penelitian.

Peneliti juga mendokumentasikan beberapa data dalam bentuk gambar foto

pada lampiran guna mendukung validitas dan kebenaran data yang diteliti.

Pada penelitian sosial fungsi data yang berasal dari dokumentasi lebih

banyak digunakan sebagai data pelengkap dan pendukung bagi data primer

yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam. Beberapa
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contoh sumber data dari studi dokumentasi dapat berupa buku-buku

tentang pendapat pribadi maupun organisasi, teori, hukum-hukum/dalil

dan lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian. Budi Koestoro

dan Basrowi (2006:143) membagi jenis sumber data dari studi

dokumentasi terdiri atas :

a. Catatan resmi (official of formal record), yaitu berupa landasan
hukum, data base, keputusan organisasi, dan sebagainya.

b. Dokumen-dokumen ekpresif (expressive document), yaitu berupa
biografi, autobiografi, surat pribadi, dan buku harian.

c. Laporan media massa (mass media report), yaitu berupa buletin,
majalah, koran, dan selebaran.

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai literatur

(buku) mengenai konsep perilaku pemilih, dan peraturan perundang-

undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Peneliti memperoleh data

dengan cara konvensional yaitu dengan membaca, mencatat, mengutip dan

selanjutnya dilakukan klasifikasi berdasarkan fokus bahasan masing-

masing.

F. Teknik Analisis Data

Setelah selesai dalam pengumpulan data seperti di jelaskan di atas,  maka

selanjutnya diteruskan dengan analisis data.  Analisis data ini sangat penting

bagi pengolahan data,  selain akan menghasilkan data yang bermutu juga

akan menjadikan data yang ada lebih baik dan berkualitas. Menurut Miles dan

Haberman (1992:36), analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan

data yang sistematis melalui transkrip wawancara, catatan lapangan, dan

dokumentasi yang secara akumulasi menambah pengetahuan peneliti terhadap

apa yang ditemukan selama penelitian.
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Data yang telah didapatkan dari hasil wawancara dianalisis melalui

penajaman informasi, kemudian dijelaskan dan dideskripsikan secara rinci

dan mendalam dengan menggunakan kata-kata. Adapun teknik analisis data

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu didasarkan atas model interaktif

yang dikembangkan oleh Miles dan Haberman, secara garis besar adalah

sebagai berikut:

1. Reduksi data

Data yang diperoleh di lapangan langsung diketik atau ditulis dengan rapi,

terperinci, serta sistematis setiap selesai mengumpulkan data. Data-data

yang terkumpul akan semakin bertambah jumlahnya mulai dari puluhan

hingga ratusan lembar. Oleh karena itu, data tersebut harus dianalisis sejak

dimulainya proses penelitian. Data-data tersebut direduksi yaitu dengan

memilah hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian.

Reduksi data dilaksanakan melalui proses pemilihan, pemusatan

perhatiaan pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data

kasar yang muncul dari hasil wawancara dan catatan tertulis di

lapangan.data yang diperoleh dilapangan dianalisis melalui tahapan

penajaman informasi, penggolongan berdasarkan kelompok, pengarahan

atau diarahkan arti dari data tersebut. Langkah selanjutnya adalah

membuang hal yang di luar konteks dalam bahasan fokus penelitian dan

kemudian mengorganisasikan data dengan cara yang sedemikian rupa

sehingga kesimpulan dapat dirumuskan dan diverifikasi. Data-data yang

telah direduksi memberikan gambaran yang jelas dan tajam mengenai hasil
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pengamatan serta mempermudah pencarian jika sewaktu-waktu

dibutuhkan.

2. Display data

Tahapan ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan data atau

memaparkan temuan hasil wawancara terhadap informan. Data yang

terkumpul semakin banyak dan kurang dapat memberikan gambaran

secara menyeluruh. Data yang telah didapat kemudian diklasifikasikan

menjadi bagian-bagian data yang disusun secara sistematis sesuai dengan

apa yang dikaji dalam penelitian tersebut. Oleh karena itu kemudian

diperlukan display data. Display data adalah menyajikan data dalam

bentuk matriks, network, chart, grafik, dan sebagainya. Dengan cara

demikian maka peneliti tidak akan terbenam dalam data yang begitu

banyak.

3. Pengambilan Keputusan dan Verifikasi

Sejak awal peneliti berusaha mencari makna dari data yang diperoleh.

Peneliti mencari pola, model, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang

sering muncul, hipotesis, dan sebagainya. Jadi, dari data yang didapatnya

peneliti mencoba mengambil kesimpulan. Tahap ini akan dilakukan uji

kebenaran dari setiap makna yang muncul pada data penelitian. Penarikan

kesimpulan disesuaikan peneliti dengan kategori dan klasifikasi data yang

telah ditentukan sebelumnya.
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Setiap data yang menunjang komponen uraian diklasifikasikan kembali,

baik dengan informan di lapangan maupun melalui diskusi-diskusi dan

tukar fikiran dengan teman sejawat. Sehingga hasil dari penarikan

kesimpulan tersebut dapat menjawab pertanyaan penelitian. Apabila hasil

klarifikasi memperkuat simpulan atas data maka pengumpulan data untuk

komponen tersebut siap dihentikan. Kesimpulan dari penelitian ini

diarahkan untuk menggambarkan secara jelas mengenai bagaimana

implementasi Kebijakan Hutan Kemasyarakatan Register 42 Tanjung

Kurung, yang terfokus pada tiga hal yaitu perizinan, kelembagaan, dan tata

batas.

G. Teknik Uji Validitas Data Kualitatif

Laporan penelitian kualitatif dikatakan ilmiah jika persyaratan validitas,

reabilitas dan objektivitasnya sudah terpenuhi. Beberapa usaha agar langkah-

langkah yang harus dipenuhi antara lain :

1. Kredibilitas

Kredibilitas merupakan kesesuaian antara konsep penelitian dengan

konsep informan. Kredibilitas diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya

bias. Tujuannya adalah membuktikan bahwa apa yang diamati oleh

peneliti sesuai dengan apa yang ada dalam kenyataan dan sesuai dengan

yang sebenarnya terjadi (ada). Kredibilitas juga digunakan untuk

memenuhi kriteria bahwa data dan informasi yang dikumpulkan peneliti

harus mengandung nilai kebenaran, baik bagi pembaca yang kritis maupun

subyek yang diteliti.
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Teknik pencapaian kredibilitas data dalam penelitian ini merujuk pada

rekomendasi Lincoln dan Guba (1985:117), yang menyatakan ada

beberapa teknik pencapaian kredibilitas data dan peneliti hanya mengambil

4 teknik yaitu:

a. Persistent observation, yaitu mengadakan observasi secara

tekun/cermat dan terus menerus, dengan maksud untuk mengamati

dan lebih memahami fenomena dan peristiwa yang terjadi pada latar

penelitian secara mendalam sehingga ditemukan hal-hal yang relevan

untuk kepentingan penelitian.

b. Triangulasi, merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin

keterpercayaan data yang diperoleh dalam penelitian, sehingga perlu

dilakukan kontrol terhadap kesahihannya. Untuk menguji kesahihan

data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara: a). Triangulasi

sumber, yaitu pengecekan data dengan membandingkan dan

mengecek ulang data yang diperoleh dari informan dengan informan

lainnya; (b). triangulasi metode/teknik, yaitu mengecek kebenaran

data yang diperoleh dari informan yang menggunakan teknik

pengumpulan data yang berbeda.

c. Member check, yaitu pengecekan anggota dengan meminta informan

kunci untuk memeriksa kembali (konfirmasi) data yang telah

diperoleh dalam transkrip wawancara dan catatan lapangan kepada

informan untuk mendapat tanggapan, komentar, sanggahan dan

informasi tambahan atas kebenarannya.
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d. Reviewing, dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mendiskusikan

data yang diperoleh dalam penelitian dengan pihak-pihak yang

memiliki pengetahuan dan keahlian yang relevan dengan tema

penelitian dan memahami pendekatan metode penelitian kualitatif.
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IV. GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Singkat Kabupaten Way Kanan

Kabupaten Way Kanan adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi

Lampung yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lampung Utara.

Kabupaten Way Kanan dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun

1999 tanggal 20 April 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan,

Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Metro. Peresmian berdirinya

Kabupaten Way Kanan dilakukan pada tanggal 27 April 1999 ditandai dengan

pelantikan Pejabat Bupati oleh Menteri Dalam Negeri di Jakarta.

Kabupaten Way Kanan ber ibukota di Blambangan Umpu, dan memiliki wilayah

kecamatan sebanyak 14 kecamatan, yaitu

1. Kec. Bahuga,

2. Kec. Banjit,

3. Kec. Blambangan Umpu,

4. Kec. Baradatu,

5. Kec. Gunung Labuhan,

6. Kec. Kasui,
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7. Kec. Negeri Batin,

8. Kec. Negeri Agung,

9. Kec. Pakuan Ratu,

10. Kec. Negeri Besar,

11. Kec. Rebang Tangkas,

12. Kec. Way Tuba,

13. Kec. Bumi Agung,

14. Kec. Buay Bahuga.

B. Kondisi Geografis Kabupaten Way Kanan

1. Geografis Kabupaten Way Kanan

Secara geografis, Kabupaten Way Kanan terletak pada posisi antara 6 45’- 3

45’ Lintang Selatan dan 103 00’ – 105 50’ Bujur Timur, dengan batas wilayah

meliputi:

 Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten OKU Timur, Provinsi

Sumatera selatan

 Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara

 Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang

 Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat

Luas wilayah Kabupaten Way Kanan meliputi 3.921, 63 km2, yang terbagi

menjadi 14 kecamatan, 3 kelurahan, dan 197 kampung.
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2. Topografi Kabupaten Way Kanan

Bentang alam kabupaten Way Kanan dapat dikelompokkan kedalam bentuk

wilayah datar sampai bergelombang dengan kemiringan lereng 0-15%

mencakup luasan kurang lebih 73,9%, bergelombang sampai berbukit dengan

kemiringan 15-25% memiliki sebaran kurang lebih 20,2% dan berbukit

sampai bergunung dengan kemiringan lereng 25- >40% memiliki sebaran

kurang lebih 5,9%.

Wilayah lereng-lereng curam dengan ketinggian bervariasi antara 450-1700

mdpl, daerah ini meliputi Kecamatan Kasui dengan puncaknya ada pada Bukit

Punggur (1700m), daerah |Kecamatan Banjit dengan puncaknya ada pada

Gunung Remas (1600m) dan Gunung Bukit Duduk (1500m).

Topografi wilayah Kabupaten Way Kanan dibagi menjadi duabagian, yaitu

daerah topografi berbukit sampai bergunung dan daerah River Basin

 Topografi berbukit sampai bergunung

Lereng-lereng yang curam atau terjal dengan ketinggian bervariasi

antara 450-1700 mdpl, meliputi Bukit Barisan yang umumnya ditutupi

oleh vegetasi hutan primer atau sekunder antara lain Bukit Barisan dan

Bukit Persegi.

 Daerah River Basin

Daerah ini meliputi river basin sungai-sungai kecil yang berada

didataran rendah
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3. Jenis Tanah

Jenis tanah di Kabupoaten Way kanan dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1. Latosol dan Andosol coklat tua

2. Podsolik merah tua

3. Podsolik merah kuning dan coklat kekuningan

C. Kondisi Ekonomi Masyarakat Kabupaten Way Kanan

Sebagian besar masyarakat kabupaten Way Kanan mengandalkan pada sektor

pertanian dan perkebunan.  Jumlah penduduknya sendiri berkisar 415.178 jiwa,

denhgan komposisi laki-laki sebesar 214.672 jiwa dan perempuan 200.406 jiwa.

Dari total jumlah penduduk yang ada, sebanyak 2,32% adalah pengangguran,

64,99% berstatus bekerja, dan 32,69% merupakan penduduk yang tidak termasuk

usia angkatan kerja. Mayoritas penduduk kabupaten Way Kanan bekerja di

sektor pertanian, yaitu sebesar 74% (Way Kanan Dalam Angka, 2013).

D. Sejarah Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Way Kanan

Hutan Kemasyarakatan di Way Kanan pada awalnya merupakan sebuah tindak

lanjut dari diberlakukannya Kepmenhut No.622/Kpts-II/1995.  Tindaklanjutnya,

Dirjen Pemanfaatan Hutan, didukung oleh para LSM, universitas, dan lembaga

internasional, merancang proyek-proyek uji-coba di berbagai tempat dalam

pengelolaan konsesi hutan yang melibatkan masyarakat setempat. Hingga tahun
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1997, bentuk pengakuan HKm masih sangat kecil. Lalu Menhut mengeluarkan

Keputusan No. 677/Kpts-II/1997, mengubah Keputusan No.622/Kpts-II/1995.

Regulasi ini memberi ruang pemberian hak pemanfaatan hutan bagi masyarakat

yang dikenal dengan Hak Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HPHKM) yang

terbatas pada pemanfaatan hutan non kayu. Menhut juga merancang pelayanan

kredit agar masyarakat yang berminat dapat memulai unit-unit usaha berbasis

hasil hutan. Promosi bentuk HKm ini merupakan suatu pendekatan yang dapat

meminimalisir degradasi hutan dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.

Kemudian Kepmenhut tersebut di rubah dengan mengeluarkan Kepmenhut No.

31/Kpts-II/2001. Dengan adanya keputusan ini, masyarakat diberi keleluasaan

lebih besar sebagai  pelaku utama dalam pengelolaan hutan.

Hutan Kemasyarakatan di Way Kanan pertama kali dicanangkan pada tahun

2009 oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Way Kanan yang saat itu

pelaksanaannya dilakukan oleh UPT HKm sebagai pelaksana teknis di lapangan.

Sasaran dari kebijakan ini adalah masyarakat yang memiliki lahan di wilayah

hutan register yang bercocok tanam dengan pola berpindah-pindah, dengan

harapan akan meminimalisir penggunaan lahan secara tidak terkontrol dan

mengurangi laju kerusakan hutan secara masif. Sampai tahun 2015 ini, HKm di

Way Kanan sudah berlangsung selama enam tahun meliputi sepuluh kelompok

tani.
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E. Areal Kerja Kelompok Tani HKm Dalam Wilayah Register 24 Bukit
Punggur Kabupaten Way Kanan

1. Kampung Menanga Jaya Kec. Banjit Kab. Way Kanan, Kelompok Tani Jaya

Lestari

2. Kampung Sumber Sari, Kec. Banjit, Kab. Way Kanan, Kelompok Tani

Sumber Rejeki

3. Kampung Juku Batu, Kec. Banjit, Kab. Way Kanan, Kelompok Tani Jaya

Makmur

4. Kampung Tanjung Kurung, Kec. Kasui, Kab. Way Kanan, Kelompok Tani

Karya Makmur

5. Kampung Lebak Peniangan, Kec. Rebang Tangkas, Kab. Way Kanan,

Kelompok Tani Mekar Jaya

6. Kampung Juku Batu,Kec. Banjit, Kab. Way Kanan, Kelompok Tani Putri

Malu

7. Kampung Juku Batu, Kec. Banjit, Kab. Way Kanan, Kelompok Tani Harapan

Jaya

8. Kampung Bandar Agung, Kec. Banjit, Kab.Way Kanan, Kelompok Tani

Harapan Makmur

9. Kampung Tanjung harapan, Kec. Kasui, Kab. Way Kanan, Kelompok Tani

Panca Tunggal

10. Kampung Talang Mangga, Kampung Datar Bancong, Kampung Sinar Gading,

Kec. Kasui, Kab. Way Kanan, Kelompok Tani Mangga Mulyo
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VI. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A.   Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap temuan peneliti di 

lapangan tentang Implementasi kebijakan Hutan Kemasyarakatan di Register 24 

Bukit Punggur, maka dapat penulis simpulkan bahwa tujuan utama dari 

diterapkannya kebijakan Hutan Kemasyarakatan yaitu mencegah kerusakan 

hutan lebih lanjut dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat yang tinggal di 

dalam hutan dan disekitar wilayah hutan sudah berjalan efektif, yang ditunjukkan 

dengan berkurangnya perambahan hutan dan meningkatnya taraf ekonomi 

masyarakat dengan adanya perkebunan kopi dan karet. 

 

Sementara hasil analisis menggunakan enam indikator model implementasi Van 

Meter Van Horn, penulis menyimpulkan bahwa: 

 

1. Kinerja dari implementasi kebijakan Hutan Kemasyarakatan di 

kabupaten Way Kanan dapat dikatakan berhasil dan berjalan dengan 

efektif, karena ukuran dan tujuan kebijakan yang ada dalam peraturan 

perundang-undangan masih sesuai dengan keadaan dilapangan dan 

dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.  Hal ini dapat dilihat dari 
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berhasilnya pengajuan izin HKm sampai menjadi 10 Gapoktan dalam 

kurun waktu 2011-2015, dan Kabupaten Way Kanan menjadi 

percontohan dalam pengajuan izin HKm oleh Kementerian Kehutanan. 

2. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dengan 

dukungan dan kemampuan memanfaatkan sumber daya yang ada. Hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia dalam 

implementasi kebijakan ini sudah mendukung, sementara sumber daya 

materi atau pendanaan masih kurang, karena tidak adanya dukungan 

material dari pemerintah pusat dan daerah. 

3. Keberhasilan implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh 

karakteristik agen pelaksana. Pada aspek ini, penulis  menyimpulkan 

bahwa karakteristik agen yang ada sudah relevan dengan kebutuhan 

dilapangan, yaitu agen yang memiliki kemampuan komunikasi dan 

persuasi yang kompeten. Agen yang ada juga dibekali dengan pelatihan 

dan bimbingan teknis sehingga menambah wawasan mereka. 

4. Sikap penerimaan dan penolakan akan suatu kebijakan akan sangat 

berpengaruh dalam keberhasilan penerapan kebijakan itu. Pelaksanaan 

kebijakan Hutan kemasyarakatan ini awalnya mendapat penolakan dari 

beberapa pihak baik dari dalam maupun dari luar, yang tidak setuju 

dengan proses pembentukan HKm. Namun dengan kemampuan persuasi 

dan pemaparan dari data yang ada, maka penolakan dapat diminimalisir. 

Penerapan pendekatan Top Down oleh pemerintah daerah juga mampu 

diterima  oleh masyarakat selaku penerima kebijakan. 
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5. Koordinasi dalam penerapan kebijakan Hutan Kemasyarakatan ini sudah 

berjalan efektif, dengan tidak adanya selisih paham antara pemerintah 

daerah dan masyarakat anggota HKm. Hal ini didukung oleh 

kemampuan Fasilitator HKm dan anngotanya dalam mengomunikasikan 

setiap kebijakan dan informasi yang disampaikan pada masyarakat, 

6. Keadaan sosial, ekonomi, dan politik juga menjadi faktor penentu 

berhasilnya suatu kebijakan.  Melalui serangkaian penelitian, penulis 

dapat menyimpulkan bahwa keadaaan ekonomi yang ada saat 

diberlakukannya implementasi kebijakan Hutan Kemasyarakatan 

mendukung jalannya kebijakan itu,karena masyarakat memiliki harapan 

besar bahwa dengan adanya Hutan Kemasyarakatan maka keadaan 

ekonomi mereka akan terbantu. Demikian juga dengan kondisi sosial 

masyarakat, yang kondusif dan kooperatif saat pemerintah menerapkan 

kebijakan Hutan kemasyarakatan. Masyarakat antusias dan mendukung 

agar terciptanya situasi yang kondusif dan bebas dari kecemasan. 

Aspek terakhir adalah adanya dukungan dari elit politik seperti Bupati Way 

Kanan yang proaktif dalam mendukung suksesnya kebijakan. Salah satu bentuk 

dukungan dari Bupati adalah dibuatnya surat izin pengelolaan Hutan 

Kemasyarakatan bagi tiap-tiap angggota HKm yang ditandatangani oleh Bupati 

Way Kanan Bustami Zainuddin yang mencantumkan data diri dan denah lahan 

garapan. 
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Setelah penulis melakukan penelitian ini juga dapat disimpulkan bahwa 

pendekatan dalam implementasi kebijakan Hutan Kemasyarakatan di Hutan 

Register 24 Bukit Punggur lebih mengarah pada pendekatan atas ke bawah (Top 

Down Approach), dimana peran aktif dari pemerintah daerah yaitu UPT Bunhut 

menjadi dasar tercapainya keberhasilan pelaksanaan keebijakan Hutan 

Kemasyarakatan. 

 

B.   Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis dapatkan, maka peneliti dapat 

memberikan beberapa masukan untuk menjadi pertimbangan Dinas Perkebunan 

dan Kehutanan Kabupaten Way Kanan dan UPT Bunhut Kecamatan Banjit. 

Antara lain: 

1. Pemerintah diharapkan mampu menjaga hubungan harmonis dengan 

mayarakat anggota HKm dan menjaga komunikasi agar masyarakat dapat 

memperoleh informasi yang jelas dan terupdate mengenai HKm. 

2. Perlunya penambahan jumlah personil di lapangan dan intensitas pertemuan 

antara petugas dan masyarakat, juga meningkatkan kompetensi petugas UPT 

dengan bimbingan teknis dan kegiatan lain. 

3. Perlunya meningkatkan sosialisasi dan pelatihan bagi anggota peserta HKm, 

serta pemberian bantuan berupa tanaman. Selain itu, diharapkan pemerintah 

daerah mampu mengajak sebagian kecil masyarakat yang belum tergabung 

dalam HKm untuk dapat ikut serta. 
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